
 

53 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku : 

Bambang Sugono, 2007, “Metodelogi Penelitian Hukum”, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

Bambang Waluyo, 2018, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Sinar Grafika, 

Bandung. 

Barda Nawawi Arief, 2017, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: 

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Kencana 

Prenada Group, Jakarta. 

Dijan Widijowati, 2018, “Pengantar Ilmu Hukum”, Andi Offset, Yogyakarta. 

Djoko Prakoso, “Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di 

Dalam Proses Pidana”, Liberty, Yogyakarta; 

Ishaq, 2020, “Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, serta 

Disertasi”, Alfabeta, Bandung.  

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, “Cepat dan Mudah Memahami Hukum 

Pidana”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Johnny Ibrahim, 2005, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, 

Bayumedia Publishing, Malang. 

Jonathan, Sarwono, 2006, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, 

Graha Ilmu, Yogyakarta. 

Kadri Husen dan Budi Rizki Husin, 2016, “Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta. 



 

54 
 

Laurensius Arliman S, 2015, “Penegakan Hukum dan Kesadaran 

Masyarakat”, Budi Utama, Yogyakarta. 

Moh. Nazir, 2005, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Paisol Burlian, 2018, “Patologi Sosial”, Bumu Aksara, Jakarta. 

Peter Mahmud Marzuki, 2006, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta. 

Soerjono Soekanto, 2018, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum”, Rajawali Pers, Depok. 

Sri Mamuji, 2015, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, BP FHUI, 

Jakarta. 

Steven Darmawan, 2010, “Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya”, 

Remaja Rosdakarya, Bandung. 

Sudarsono, 2015, “Kamus Hukum”, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja. 



 

55 
 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Kudus. 

C. Jurnal Hukum: 

Harris Y.P. Sibuea, 2016, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman 

Beralkohol”, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 Nomor 1, Pusat 

Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 

Khairu Nasrudin, 2017, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak 

Pidana Peredaran Minuman Keras”, Jurnal Hukum Khaira 

Ummah, Volume 12 Nomor 4, Ilmu Hukum Universitas Sultan 

Agung, Semarang. 

Moch. Choirul Rizal, 2018, “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman 

Beralkohol di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 

Nomor 1, Surabaya. 

Tri Rini Puji Lestari, 2016, “Menyoal Pengaturan Minuman Beralkohol Di 

Indonesia”, Jurnal Hukum Aspirasi, Volume 7 Nomor 2, Pusat 

Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 

Yulianus Dica Ariseno Adi, dkk, 2019, “Pengendalian Peredaran Minuman 

Beralkohol Dalam Mencagah Meningkatnya Tindak Pidana 



 

56 
 

Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, Jurnal Pasca 

Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1, Surakarta. 

D. Makalah dan Skripsi 

I Ketut Suadirta, 2017, “Pengenalan Bahan Hukum-Hukum Administrasi 

Negara bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas 

Udayana”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

Badung. 

Linda Ayu Pralampita, 2018, “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Kudus”, Skripsi, Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

 


